
Menteri UMKM Dorong Aplikator
Kasih BHR ke Pengemudi Ojol
NERACA

Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) Maman Abdurrahman mendorong perusa-
haan transportasi berbasis digital (aplikator) untuk
kembali memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada
mitra pengemudi ojek daring/online (ojol).

“Ini adalah bagian dari petunjuk dan arahan dari
Pak Presiden (Prabowo Subianto) bahwa ada keberpi-
hakan dari platform digital dan semua perusahaan-pe-
rusahaan ojek online untuk bisa memberikan tali asih,
bentuk rasa empati dan kepedulian kepada saudara-
saudara ojek online,” kata Menteri Maman saat ditemui
di Jakarta, Selasa (13/1).

Adapun BHR sendiri pertama kali dikenalkan me-
lalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No.
M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari
Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir
pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi yang diter-
bitkan pada Maret 2025.

Menteri UMKM menilai, BHR selain berfungsi se-
bagai tambahan pendapatan bagi mitra pengemudi, ju-
ga menjadi perekat hubungan baik antara perusahaan
dan mitra. “Ada sebuah semangat untuk menjaga hu-
bungan kemitraan yang baik, sehingga (BHR) tetap di-
berikan perusahaan ke teman-teman mitra, agar kemi-
traannya konstruktif dan keduanya tetap berkembang,”
ujar Maman.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah, ter-
masuk dalam hal ini Kementerian UMKM turut beru-
paya menjaga ekosistem perekonomian digital yang di-
topang oleh aplikator, mitra pengemudi, dan pengusa-
ha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di dalam plat-
form tersebut.

Menurut Maman, ketiganya merupakan elemen
yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena sal-
ing berkaitan. “Di dalam ekosistem transportasi online
tidak bisa melihat (aplikator) saja, ojol saja, tapi ada ju-
ga UMKM di dalamnya yang juga punya ketergantun-
gan terhadap ojol dan platform digital, pun sebaliknya,”
kata Maman. “Pemerintah harus pikirkan ketiganya
karena ini satu rangkaian yang harus dijaga keseimban-
gan ekosistemnya,” ujar dia menambahkan.

Sebelumnya, pemerintah melalui SE Menaker
tahun lalu mengenai BHR, bonus diberikan secara pro-
porsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai den-
gan perhitungan sebesar 20 persen dari rata-rata pen-
dapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir kepa-
da para pengemudi dan kurir berbasis aplikasi yang pro-
duktif dan berkinerja baik. Selain itu, pencairan BHR
ini juga mengikuti peraturan yang berlaku, yaitu
diberikan oleh perusahaan selambat-lambatnya tujuh
hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. bari/ant

Pemerintah Kasih Diskon 50% Iuran
JKK-JKM Pekerja BPU Transportasi
NERACA

Jakarta - Pemerintah memberikan diskon 50 persen
iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah
(BPU) di sektor transportasi.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jami-
nan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Indah Anggoro Putri dalam keterangannya
di Jakarta, Selasa (13/1), mengatakan para pekerja BPU
di sektor ini meliputi pengemudi ojek online (ojol), ojek
pangkalan (opang), sopir, hingga kurir paket/logistik.

“Pekerja transportasi akan mendapatkan diskon 50
persen dari iuran yang seharusnya dibayarkan setiap
bulan. Misalnya iuran sebesar Rp16.800/pekerja, men-
jadi sebesar Rp8.400/bulan,” kata Indah.

Lebih lanjut, ia mengatakan diskon iuran itu meru-
pakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2026
yang bertujuan memberi perlindungan atas risiko ke-
celakaan kerja dan kematian, sekaligus menjaga kepe-
sertaan JKK-JKM tetap berlanjut bagi pekerja trans-
portasi yang sehari-hari bekerja di lapangan.

Indah menjelaskan sasaran diskon adalah pekerja
BPU sektor transportasi, yakni pekerja yang bekerja
mandiri dan tidak menerima gaji atau upah dari pem-
beri kerja. 

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa mereka yang ber-
hak menerima diskon mencakup pengemudi dan kurir
berbasis platform maupun tidak berbasis platform, baik
yang sudah aktif menjadi peserta maupun yang baru
mendaftar. “Namun, diskon ini tidak berlaku bagi pe-
serta BPU yang iuran JKK-JKM-nya dibayarkan melalui
APBN/APBD,” ujar Indah.

Adapun JKK sendiri merupakan perlindungan atas
risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang
meliputi manfaat perawatan, santunan dan tunjangan
cacat bagi peserta yang mengalami cedera atau penyak-
it terkait pekerjaannya.

Sementara, JKM adalah manfaat uang tunai yang
diberikan kepada ahli waris saat peserta meninggal du-
nia bukan akibat kecelakaan kerja, melainkan sebab ala-
mi atau kecelakaan lain yang tidak berhubungan den-
gan pekerjaan. “Diskon iuran JKK dan JKM ini berlaku
selama 15 bulan, mulai Januari 2026 hingga Maret 2027,”
kata Indah. bari/ant
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Program tersebut men-
cakup magang nasional, pe-
nyesuaian jangka waktu pe-
manfaatan serta penerima
manfaat insentif Pajak Peng-
hasilan (PPh) Final 0,5
persen bagi wajib pajak UM-
KM hingga 2029, perpanjan-
gan PPh Pasal 21 Ditang-
gung Pemerintah (DTP) ba-
gi pekerja di sektor pariwisa-
ta dan industri padat karya,
perpanjangan Pajak Per-
tambahan Nilai (PPN) DTP
sektor perumahan, serta
perpanjangan dan perlu-
asan program diskon iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Ke-
matian (JKM) bagi seluruh

peserta Bukan Penerima
Upah (BPU). “Pemerintah
saat ini juga terus me-
matangkan persiapan pro-
gram Paket Ekonomi yang
akan dilanjutkan pada ta-
hun 2026,” kata Haryo dalam
keterangannya di Jakarta,
Selasa (13/1).

Sebelumnya, pemerin-
tah telah merumuskan Pa-
ket Ekonomi 2025 dan Pe-
nyerapan Tenaga Kerja yang
terdiri dari delapan program
akselerasi pada 2025, empat
program yang berlanjut ke
2026, serta lima program an-
dalan untuk penyerapan
tenaga kerja.

Paket kebijakan terse-
but dirancang secara terin-
tegrasi guna menjaga stabil-

itas ekonomi, melindungi
daya beli masyarakat, dan
memperkuat ketahanan
sektor ketenagakerjaan na-
sional. Haryo menjelaskan,
sepanjang 2025 implemen-
tasi Paket Ekonomi men-
catatkan capaian signifikan.

Dalam percepatan pen-
ciptaan lapangan kerja,
Program Magang Nasional
bagi lulusan perguruan
tinggi telah direalisasikan
kepada 102.696 peserta dari
total pelamar mencapai
724.880 orang pada batch
pertama hingga ketiga. Jum-
lah ini melampaui target aw-
al yang menyasar 100.000
peserta.

“Di sisi perlindungan
daya beli pekerja, Pemerin-
tah telah mengimplemen-
tasikan kebijakan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21
Ditanggung Pemerintah
(DTP) bagi pekerja di sektor
pariwisata dengan gaji hing-
ga Rp10 Juta. 

Kebijakan tersebut telah
ditetapkan melalui Pera-
turan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 72 Tahun 20-
25 dan telah resmi diimple-
mentasikan,” jelas Haryo.
Selain itu, Pemerintah juga

telah menyalurkan bantuan
pangan beras kepada 18,3
juta Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) untuk peri-
ode Oktober hingga No-
vember 2025, dengan alo-
kasi bantuan sebesar 10 kg
per KPM. 

Realisasi penyaluran
beras telah mencapai lebih
dari 348 ribu ton atau 95,86
persen dari total pagu sebe-
sar 363 ribu ton.

Pemerintah juga mem-
berikan tambahan bantuan
melalui penyaluran minyak
goreng sebanyak 2 liter per
KPM, dengan realisasi
penyaluran mencapai lebih
dari 69 juta liter atau 95,86
persen dari total pagu sebe-
sar 72 juta liter.

Selanjutnya, Pemerin-
tah juga memberikan insen-
tif jaminan sosial ketenagak-
erjaan melalui diskon iuran
Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kema-
tian (JKM) bagi pekerja
Bukan Penerima Upah (B-
PU), khususnya di sektor
transportasi dan logistik,
termasuk pengemudi ojek
daring, ojek pangkalan, so-
pir, kurir, dan pekerja logis-
tik lainnya. bari/ant

Jakarta - Pemerintah memastikan 
keberlanjutan Program Paket Ekonomi pada
2026 sebagai bagian dari strategi menjaga
momentum pertumbuhan ekonomi, daya 
beli masyarakat, serta memperluas 
penciptaan lapangan kerja. Juru Bicara
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Haryo Limanseto 
mengatakan, sejumlah program utama akan
dilanjutkan dan diperluas pada 2026.

TRANSAKSI PRODUK LOKAL MENINGKAT : Sejumlah pekerja konveksi menjahit celana gunung dan jaket parasut di rumah pro-
duksi Hextstudio, Desa Margahayu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (13/1/2026). Kementerian
Perdagangan mencatat kontribusi produk lokal dalam transaksi mencapai 45,6 persen dari total transaksi atau setara Rp16,6
triliun pada tahun 2025, meningkat tiga persen atau sekitar Rp500 miliar dibandingkan tahun 2024. 

NERACA/Antarafoto/Adeng Bustomi/tom

Pemerintah Bakal Lanjutkan
Program Paket Ekonomi di 2026

Pakar Apresiasi Kontribusi
Pertamina Tembus Target
Lifting Minyak 2025

NERACA

Jakarta - Pakar ekonomi dan bisnis Univeritas Air-
langga, Profesor Imron Mawardi menilai positif produk-
si minyak Pertamina sepanjang 2025. Menurut Imron,
kinerja BUMN energi tersebut berkontribusi siginifikan
terhadap capaian lifting nasional, yang berhasil men-
embus target lifting APBN 2025, yang mencapai 605.000
barel per hari (bph). “Ya, tentu baik. Kontribusi Perta-
mina sangat membantu mencapai target di dalam AP-
BN itu,” kata Imron, sebagaimana dikutip dalam ke-
terangannya, kemarin.

Merujuk data SKK Migas, Imron sependapat, per-
an Pertamina memang besar. Selain menguasai seba-
gian besar produksi, enam perusahaan yang menjadi
kontributor terbesar dalam lifting minyak nasional,
bahkan merupakan anak perusahaan Pertamina. Ter-
masuk PT Pertamina EP Cepu yang bersama Ex-
xonMobil Cepu Limited mengelola Blok Cepu, menja-
di penghasil minyak terbesar di Tanah Air. Lainnya
adalah PT Pertamina Hulu Rokan, PT Pertamina EP, PT
Pertamin Hulu Energi ONWJ, PT Pertamina Hulu
Mahakam, PT Pertamina Hulu Energi OSES.

“Jadi besarnya penguasaan produksi minyak dalam
negeri saat ini memang sudah oke. Saya berharap ke
depan Pertamina perlu meningkatkan kontribusinya la-
gi di sisi hulu. Kita sekarang berharap benar-benar dari
Pertamina,” kata dia.

Karena itulah Imron meminta Pertamina agar terus
meningkatkan kinerja. Melalui lifting yang terus me-
ningkat, diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan
energi nasional. Dengan demikian, imbuhnya, bisa
mengurangi impor minyak mentah untuk kebutuhan
BBM dalam negeri, yakni sekitar satu juta barel per hari.

“Kita tetap berharap kalau Pertamina masih bisa
meningkatkan produktivitas sumur-sumurnya serta
mengembangkan eksplorasi sumur-sumur baru. De-
ngan demikian, diharapkan importasi minyak kita terus
menurun,” lanjut Imron.

Selain dari sisi ketahanan energi, jelas Imron, den-
gan menguasai sebagian besar produksi minyak nasion-
al, Pertamina juga turut berperan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi. Bukan sekadar dari kontribusi
pajak, PNBP maupun dividen, tetapi juga menggerak-
kan sektor-sektor lain. “Ya, karena dalam ekonomi, in-
dustri migas termasuk sektor yang linkage-nya, multi-
plier-nya besar. Terutama sekali dari sisi forward link-
age-nya itu panjang,” ujar Imron.

Artinya, pungkas Imron, banyak sektor lain yang
sangat tergantung pada sektor migas sehingga keber-
adaan industri migas yang baik itu akan mendorong
sektor-sektor lain sehingga menghasilkan kegiatan
ekonomi cukup besar.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelak-
sana Kegiatan Usaha Hulu  Minyak dan Gas Bumi (SKK
Migas), Djoko Siswanto, mengatakan, bahwa target lift-
ing  minyak nasional dalam APBN 2025 sebesar 605.000
barel per hari (bph) resmi tercapai.

Djoko mengungkapkan, pencapaian ini merupa-
kan hasil dari upaya masif di tengah dinamika industri
hulu migas yang penuh tantangan sepanjang tahun.
“Bagaimana kita bisa mencapai target APBN 605. Nah
alhamdulillah, alhamdulillah 1-2 hari terakhir dengan
berbagai upaya gejolak yang sangat luar biasa kita men-
capai 605 alhamdulillah,” ujar Djoko menjelang akhir
2025. FB

DJP Catat 126 Ribu Wajib Pajak
Lapor SPT Lewat Coretax

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemen-
terian Keuangan mencatat sebanyak 126.796 wajib pa-
jak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Ta-
hunan melalui sistem Coretax per 12 Januari 2026 pukul
14.00 WIB. “Progres pelaporan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan (PPh) untuk periode sampai dengan 12
Januari 2026 untuk tahun pajak 2025 tercatat 126.796
SPT,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam keteran-
gannya di Jakarta, Selasa (13/1).

Secara rinci, sebanyak 101.089 SPT berasal dari wa-
jib pajak orang pribadi karyawan dan 19.226 SPT wajib
pajak orang pribadi non-karyawan. Selanjutnya, 6.371
SPT wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan
dua SPT wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Untuk wajib pajak dengan tahun buku berbeda,
otoritas pajak mencatat pelaporan dari 88 wajib pajak
badan dalam mata uang rupiah dan 2 wajib pajak badan
dalam mata uang dolar AS.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah men-
gaktivasi akun Coretax telah mencapai 11.867.729 per
12 Januari 2026 pukul 14.00 WIB, terdiri atas 10.948.809
wajib pajak orang pribadi, 829.995 wajib pajak badan,
88.702 wajib pajak instansi pemerintah, dan 223 wajib
pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax
secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-
langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi
DJP. Bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan lebih
lanjut, DJP menyediakan kanal layanan Kring Pajak di
1500200. bari/ant

NERACA

Jakarta - Menteri Keua-
ngan Purbaya Yudhi Sadewa
menyelaraskan tiga mesin
pertumbuhan demi menge-
jar ekonomi yang berkelan-
jutan.  Ketiga mesin pertum
buhan itu di antaranya
fiskal, sektor keuangan, dan
investasi. Ketiganya dihara-
pkan dapat bergerak selaras
dan saling memperkuat
dalam mendorong pertum-
buhan ekonomi nasional.

“Saya pikir nanti kalau
tiga sistem itu, sistem fiskal,
moneter, dan investasi su-
dah jalan baik, kita bisa tum-
buh lebih cepat,” kata Pur-
baya dalam keterangan ter-

tulis di Jakarta, Selasa (13/1).
Di sektor fiskal, pemerintah
berkomitmen mengopti-
malkan belanja negara agar
dilaksanakan tepat waktu,
tepat sasaran, dan bebas
dari kebocoran.

Sementara di sektor ke-
uangan, pemerintah terus
memperkuat koordinasi de-
ngan Bank Sentral agar ke-
bijakan moneter sejalan
dengan kebijakan fiskal.
Adapun dari sisi investasi,
pemerintah telah memben-
tuk satuan tugas Percepatan
Program Strategis Peme-
rintah untuk mengatasi de-
bottlenecking investasi me-
lalui mekanisme penyelesa-
ian hambatan investasi se-

cara rutin.
Setiap pekan, pemerin-

tah menggelar sidang untuk
menyelesaikan berbagai
persoalan yang dihadapi pe-
laku usaha di Indonesia, se-
hingga iklim investasi dapat
semakin kondusif. Seluruh
instrumen itu bakal diopti-
malkan untuk mencapai visi
Indonesia Emas 2045.

Dalam hal ini, Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2026 diarah-
kan bersifat ekspansif na-
mun tetap terukur, dengan
fokus pada delapan agenda
prioritas. 

Belanja negara ditu-
jukan untuk memberikan
dampak langsung kepada

masyarakat, memperkuat
fondasi jangka panjang, ser-
ta meningkatkan produktiv-
itas nasional.

Sebagai catatan, penda-
patan negara pada postur
APBN 2026 ditetapkan sebe-
sar Rp3.153,58 triliun, terdiri
atas penerimaan perpa-
jakan sebesar Rp2.693,71
triliun, penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) Rp-
459,2 triliun, dan hibah
Rp666,27 miliar. Sementara
belanja negara didesain
dengan target Rp3.842,73
triliun, yang mencakup be-
lanja pemerintah pusat
Rp3.149,73 triliun dan trans-
fer ke daerah (TKD)
Rp692,99 triliun. bari/ant

Demi Ekonomi Berkelanjutan, Pemerintah
Selaraskan Tiga Mesin Pertumbuhan

Direksi PT. OCEAN METAL INDO berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut
“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang
akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 03 Februari 2026
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Puri Matari 2 Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling H1-2,

Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Dengan agenda Rapat sebagai berikut:
1. PENGESAHAN/RATIFIKASI SEMUA TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH

PENGURUS PERSEROAN;
2. PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN;
Yang Berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah
Pemegang Saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Perseroan.

Jakarta, 14 Januari 2026
Direksi

PT. OCEAN METAL INDO

PANGGILAN

NERACA 2x60 mmk 14.01.2026

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT OCEAN METAL INDO

Ukuran : 2 kolom x 60 mmk
Media : Neraca
Terbit : 14 Januari 2026
File : D1

PENGUMUMAN
Dengan ini diumumkan kepada masyarakat luas sesuai ketentuan 
Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, bahwa: 
PT MITRADA PRIMA NUSANTARA, suatu perseroan terbatas 
yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan 
berkedudukan di Gedung Citylofts, Lt. 26 Unit 2610 Jl K.H. Mas Mansyur 
No. 121, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta, Indonesia (“Perseroan”), 
akan menerbitkan saham baru kepada PT PARAMADAKSA TEKNOLOGI 
NUSANTARA, sehingga mengakibatkan berubahnya pengendalian 
terhadap Perseroan (“Pengambilalihan”).
Bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang membutuhkan 
informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan keberatan terhadap 
Pengambilalihan, dapat menghubungi Direksi Perseroan di kedudukan 
Perseroan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas hari) hari sejak 
tanggal pengumuman ini.

Tangerang, 14 Januari 2026
Direksi

PT MITRADA PRIMA 
NUSANTARA

PT PARAMDAKSA TEKNOLOGI 
NUSANTARA

Ukuran   :  2 kolom x 60 mm
Media   :  NERACA 
TERBIT  : 14 Januari 2026 
File   :  D2

-Sesuai dengan Keputusan Para Pemegang Saham PT CROMWELL 
INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dan beralamat di 
Ruko Crystal Blok CLR 1/10, Jl Gading Golf Boulevard, RT 006, RW 018, 
Pakulonan Barat, Kelapa Dua (Perseroan), yang dibuat di bawah tangan dan 
bermeterai cukup, tertanggal 12 Januari 2026, dan telah dituangkan dalam 
akta yang dibuat di hadapan GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di 
Jakarta Pusat, tertanggal 12 Januari 2026, nomor 2 yang telah mengambil 
keputusan di antaranya, yaitu menyetujui pengurangan modal ditempatkan 
dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp1.250.000.000,00 menjadi 
sebesar Rp750.000.000,00.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi pihak yang berkeberatan 
dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan alasan serta bukti 
pendukungnya  yang sah kepada Perseroan dengan tembusan kepada 
Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 
Kementerian Hukum RI, Jl. HR. Rasuna Said No. 6-7, Jakarta Selatan, 
selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Tangerang, 14 Januari 2026
Direksi Perseroan

PENGUMUMANUkuran : 2 kolom x 60 mmk
Media : Neraca
Terbit : 14 Januari 2026
File : D1

PENGUMUMAN
RENCANA PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI

PT. SINAR KARYA WHOLESALE TRADING
BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG

(DALAM LIKUIDASI)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang 
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Likuidator PT. SINAR 
KARYA WHOLESALE TRADING (dalam likuidasi), berkedudukan di 
Kabupaten Tangerang (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan 
ini mengumumkan tidak ada Rencana Pembagian Kekayaan Hasil Likuidasi 
Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, oleh karenanya 
Kepada kreditor dan pihak-pihak yang berkeberatan atas rencana 
pembagian kekayaan hasil likuidasi Perseroan tersebut diatas dapat 
mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 60 hari terhitung 
sejak tanggal pengumuman ini kepada Likuidator Perseroan yaitu 
Tuan HE, XIANGYANG sebagai Likuidator dengan alamat di Kompleks 
Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok GE Nomor 06, Kelurahan 
Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,  
Kode Pos: 15211.

Tangerang, 14 Januari 2026
Likuidator

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (“KIK”) DAN PROSPEKTUS 
REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SCHRODER 
PRESTASI GEBYAR INDONESIA II yang telah diumumkan melalui surat kabar ”Harian 
Ekonomi Neraca” tertanggal 23 Oktober 2025, kami, PT Schroder Investment 
Management Indonesia selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SCHRODER 
PRESTASI GEBYAR INDONESIA II, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan 
perubahan KIK dan Prospektus REKSA DANA SCHRODER PRESTASI GEBYAR 
INDONESIA II sebagaimana termaktub dalam akta addendum KIK REKSA DANA 
SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II. 

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat dilihat 
pada website Manajer Investasi yaitu www.Schroders.co.id.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan 
SCHRODER PRESTASI GEBYAR INDONESIA II serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 14 Januari 2026
Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

 
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


